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ABSTRAK 

Pengendara motor di bawah umur sering dijumpai baik di kota besar maupun di 
pedesaan. Hal ini menarik untuk dibahas terkait dengan penyelesaiaan perkara 
kecelakaan lalu lintas diluar pengadilan melalui konsep non penal atau diversi 
terhadap kasus kecelakaaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak yang 
menyebabkan luka berat. Permasalahan dalam Penelitian ini adalah bagaimana 
pengaturan hukum tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak melalui 
diversi, bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak 
pidana lalu lintas, bagaimana hambatan pelaksanaan diversi terhadap anak dalam   
kecelakaan   lalu lintas di Polres Tapanuli Selatan dan upaya penyelesaiannya. 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian normatif dan didukung dengan data 
yuridis empiris yaitu melakukan wawancara dengan Briptu Ruddin Hutahaen, 
Personal Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Selata. Analisis data yang digunakan 
adalah data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pengaturan 
hukum tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak melalui diversi 
diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 Juli 2014 
tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. 
Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu lintas 
adalah melalui diversi yaitu anak diperlakukan secara manusiawi dengan 
memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak dengan memperhatikan kebutuhan 
khusus sesuai dengan usia anak. 
Kata Kunci:  Diversi, Lalu Lintas, Anak. 

 

ABSTRACT 

Underage motorbike riders are often found both in big cities and in rural areas. 

This is interesting to discuss regarding the settlement of traffic accident cases 

outside of court through the concept of non-penalty or diversion in cases of traffic 

accidents committed by children which cause serious injuries. The problem in this 

is how the legal regulation regarding the resolution of traffic accidents by 

children through diversion, what is the legal protection for children who commit 

traffic crimes, what are the efforts and obstacles to resolving traffic accidents by 

children using the diversion approach? The research carried out is normative 

research and is supported by empirical juridical data, namely conducting 

interviews with Brigadier Ruddin Hutahaen, Personnel from the Tapanuli Selata 

Police Traffic Unit. The data analysis used is qualitative data. Based on the 

research results, it is known that legal regulations regarding the resolution of 

traffic accidents by children through diversion have been implemented since the 
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issuance of Perma No. 04 of 2014 dated 24 July 2014 concerning Guidelines for 

Implementing Diversion in the Juvenile Criminal Justice System. Legal protection 

for children who commit traffic crimes is through diversion, namely that children 

are treated humanely by providing the best facilities for children by paying 

attention to special needs according to the child's age.  

Keywords: Diversion, Traffic, Children. 

 

PENDAHULUAN 

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada 

saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika mereka sedang menjalani 

proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, 

dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika mereka terbukti melakukan tindak pidana. 

Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap 

wajib menjamin perlindungan hak-haknya. Hal ini demi menjamin pertumbuhan 

dan perkembangan fisik, mental dan sosial anak. 

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa yang tidak disangka-

sangka dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pemakai 

jalan lainnya, yang mengakibatkan korban manusia (mengalami luka ringan, luka 

berat dan meninggal) dan harta benda. Ada beberapa faktor yang mengakibatkan 

kecelakaan lalu lintas tersebut seperti faktor manusia, faktor kendaraan dan faktor 

jalan itu sendiri. Kombinasi ketiga faktor ini dapat saja terjadi, antara manusia 

dengan kendaraan misalnya berjalan melebihi batas kecepatan yang ditetapkan 

kemudian ban pecah sehingga mengalami kecelakaan lalu lintas. 

Anak-anak di bawah umur tidaklah diperbolehkan membawa kendaraan 

bermotor sendiri sebab di dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan seseorang diperbolehkan membawa kendaraan 

bermotor apabila telah memiliki SIM atau Surat Izin Mengemudi, dan SIM 

tersebut hanya boleh di peroleh apabila sesorang telah berusia 17 tahun 

sebagaimana yang di jelaskan didalam Pasal 81 Undang-Undang No. 22 Tahun 

2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 

Peran kedua orang tua juga berpengaruh terhadap banyaknya kasus 

kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh anak, banyak orang tua yang 
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memperbolehkan anaknya untuk membawa kendaraan bermotor di jalan raya dan 

dengan sengaja diberikan dengan alasan agar mempermudah anaknya untuk 

berpergian kemana saja baik ke sekolah maupun ketempat-tempat lain. 

Kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban mengalami luka-

luka (baik berat maupun ringan) dan bahkan meninggal dunia dilakukan oleh anak 

akhir-akhir ini sering ditemui, pemberian hukuman atau sanksi dan proses hukum 

yang berlangsung dalam kasus pelanggaran hukum oleh anak memang berbeda 

dengan kasus pelanggaran hukum oleh orang dewasa, karena dasar pemikiran 

pemberian hukuman oleh Negara adalah bahwa setiap warga negaranya adalah 

mahluk yang bertanggung jawab dan mampu mempertanggung jawabkan segala 

perbuatannya. Sementara anak diakui sebagai individu yang belum dapat secara 

penuh bertanggung jawab atas perbuatannya. 

Sistem peradilan anak di Indonesia memiliki sistem penyelesaian perkara 

yang berbeda antara anak-anak dan orang dewasa sebagai pelaku tindak pidana. 

Sistem peradilan anak dikenal penyelesaian perkara anak dengan metode diversi 

yaitu pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke 

proses diluar peradilan pidana dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik 

bagi anak pelaku tindak pidana. 

Pasal 312 mengatur mengenai apabila setiap orang yang mengemudikan 

kendaraan bermotor yang terlibat kecelakaan dan dengan sengaja tidak 

memberikan pertolongan, atau tidak melaporkan Kecelakaan Lalu Lintas kepada 

Kepolisian Negara Republik Indonesia terdekat sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 231 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c tanpa alasan yang patut dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 

75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah). 

Melihat dari Pasal 310, Pasal 311, dan Pasal 312 tersebut di atas maka 

dimungkinkan seorang anak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas dapat 

dilakukakan penyelesaian dengan menggunakan diversi mengingat di dalam pasal 

7 ayat 2 Undang-Undang sistem peradilan Anak, bahwa penyelesaian kasus tindak 

pidana anak dapat di lakukan apabila ancaman hukuman tindak pidan tersebut di 

bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Namun demikian 
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terdapat beberapa kasus yang tidak dapat di diversikan hal ini disebabkan 

ancaman hukumannya lebih dari 7 tahun seperti yang terdapat di dalam Pasal 311 

ayat 4 dan 5. 

Permasalahannya kini apakah pengadilan di indonesia menerapkan konsep 

diversi dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas ataukah anak akan 

dipersamakan hukumannya dengan orang dewasa menginggat pada tanggal 20 

November 1959 sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mensahkan 

Deklarasi tentang hak-hak anak. Deklarasi ini memuat 10 (asas) tentang hak- hak 

anak, salah satunya yaitu anak berhak memperoleh kesempatan yang di jamin oleh 

hukum dan sarana lain, agar menjadikan nya mampu untuk mengembangkan diri 

secara fisik, kejiwaan, moral, spiritual, dan kemasyarakatan dalam situasi sehat, 

normal, sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang 

menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-

undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini. Tujuan dalam penelitian 

deskriptif adalah untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran 

suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain 

dalam masyarakat. 

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif dan 

didukung oleh data empiris yaitu suatu penelitian yang menempatkan norma 

sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-

undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang. 

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian 

yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan 

diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, 

sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam 

pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data 

primer dan data sekunder. 
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Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian 

kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang 

meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. 

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, 

mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian 

mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema 

dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan 

teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian 

yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-

undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang 

dalam masyarakat.  

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam 

mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya 

memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lalu lintas merupakan bagian dari 

sistem transportasi nasional, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan harus dikembangkan 

potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban 

berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan 

ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah, 

serta akuntabilitas penyelenggaraan negara. 

Tindak pidana lalu lintas merupakan salah satu pelanggaran terhadap 

perundang-undangan tentang lalu lintas, dari pelanggaran tersebut salah satunya 

dapat berupa kecelakaan lalu lintas yang sifatnya dapat merugikan orang maupun 

diri sendiri. Menurut Soerjono Soekanto bahwa suatu kecelakaan lalu lintas 

mungkin terjadi dimana terlibat kendaraan bermotor di jalan. Di dalamnya terlibat 

manusia, benda dan bahaya yang mungkin berakibat kematian, cedera, kerusakan 

atau kerugian, di samping itu, kecelakaan lalu lintas mungkin melibatkan 

kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor saja. 
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Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak 

pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus 

kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri 

dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat 

dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling 

menghormati. 

Kecelakaan dapat diartikan sebagai suatu kejadian yang tidak 

direncanakan yang dapat disebabkan oleh faktor manusia, faktor jalan, faktor 

kendaraan faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut 

yang dapat mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun 

tidak, kesakitan, kematian, kerusakan property ataupun kejadian yang tidak 

diinginkan lainnya. 

Kenyataan yang sering ditemui sehari-hari adalah masih banyak 

pengemudi yang belum siap mental, terutama pengemudi angkutan umum bus 

kota. Mereka saling mendahului tanpa memperdulikan keselamatan dirinya sendiri 

dan penumpang. Beberapa kecelakaan lalu lintas yang terjadi, sebenarnya dapat 

dihindari bila diantara pengguna jalan bisa berperilaku disiplin, sopan dan saling 

menghormati. 

Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kematian disebabkan kelalaian 

pengemudi kendaraan bermotor dalam ketentuan KUHP, pasal yang dapat 

digunakan untuk menjerat pengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan 

kematian dalam kecelakaan lalu lintas adalah Pasal 359 KUHP yang menyatakan 

bahwa: “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain 

mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana 

kurungan paling lama satu tahun”. 

Kedua peraturan tersebut sama-sama mengatur tindak pidana yang karena 

kesalahannya mengakibatkan korban luka bahkan mati. Sanksi yang ada pada 

KUHP terdapat pada Pasal 359 dan Pasal 360, sedangkan pada Undang-Undang 

Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur pada Pasal 

310 dan Pasal 311. KUHP mengatur tentang karena kealpaannya menyebabkan 
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orang lain mati atau luka-luka, sedangkan dalam UU LLAJ mengatur tentang 

karena kelalaiannya dan kesengajaannya. 

Hal ini yang membedakan yaitu antara kesalahan, kelalaian, dan 

kesengajaan. Kesalahan adalah suatu perbuatan dimana seseorang harus 

mempertanggung jawabkannya. Kelalaian adalah suatu perbuatan yang berbentuk 

sifat kurang kehati-hatian dan mengakibatkan adanya suatu resiko, sedangkan 

yang dimaksud dengan kesengajaan disini ada suatu perbuatan yang dimana 

seseorang sudah mengetahui bahwa itu merupakan perbuatan yang salah. 

Pelaku tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain dapat dijatuhi dengan 

pidana penjara, kurungan, atau pidana denda pelaku tindak pidana dapat dijatuhi 

pula pidana tambahan seperti pencabutan Surat Izin Mengemudi atau dengan ganti 

kerugian yang diakibatkan kecelakaan lalu lintas. 

Tindak pidana kecelakaan lalu lintas selain mempunyai sanksi yang akan 

membuat seseorang jera. Kecelakaan lalu lintas bukanlah sesuatu yang diinginkan 

dan yang dapat diprediksi, maka dari itu dengan adanya UU LLAJ yang mengatur 

tentang sanksi pidana bagi tindak pidana kecelakaan lalu lintas dapat membuat 

masyarakat lebih berhati-hati dan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada. 

Kepolisian lalu lintas Polres Tapanuli Selatan yang bekerja dilapangan 

sangat berperan untuk menentukan peraturan atau pasal yang dilanggar oleh 

pengendara, pasal-pasal tersebut bukan berarti diterapkan sembarangan atau tidak 

sesuai, melainkan atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar. 

Salah satu tugas yang dibebankan kepada kepolisian adalah penanganan 

permasalahan lalu lintas baik yang bersifat prefentif maupun represif. Kepolisian 

dituntut untuk menjaga ketertiban lalu lintas selain juga harus menegakkan hukum 

pidana lalu lintas. Lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan memberikan peneguhan kepada aparat kepolisian 

sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan paling luas dibanding 

lembaga lain dalam hal penegakan hukum pidana lalu lintas dan ketertiban di 

jalan raya. 

Apabila pembentuk hukum menciptakan peraturan-peraturan yang tidak 

cocok dengan kesadaran atau perasaan masyarakat, maka diharapkan akan timbul 
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reaksi-reaksi yang negatif dari masyarakat. Semakin besar pertentangan antara 

peraturan dengan kesadaran tersebut, semakin sulit untuk menerapkannya. Hal ini 

sudah tentu bahwa pembentukan hukum tersebut memperlakukannya dengan 

paksa, dan akibatnya semakin meningkat biaya-biaya sosial yang dikeluarkan. 

Sebaliknya, apabila peraturan-peraturan tadi sesuai dengan kesadaran masyarakat, 

maka masalah-masalah di dalam penerapannya hampir tidak ada. Sehingga 

adanya kecenderungan yang sangat kuat, sehingga menyebabkan terjadinya suatu 

keserasian yang proporsional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran 

hukum dari masyarakat yang bersangkutan. 

Masalah kesadaran hukum tersebut perlu mendapat sorotan yang lebih 

mendalam di Indonesia sebagai suatu negara sedang berkembang yang menuju ke 

masa era globalisasi yang nyata. Akan tetapi perlu diakui, bahwa di samping 

masalah-masalah kesadaran hukum, maka ada faktor-faktor lain yang perlu 

dipertimbangkan. Hal ini disebabkan, oleh karena sikap warga masyarakat 

terhadap hukum juga dipengaruhi oleh faktor-faktor kepentingan dan pengertian 

yang mantap tentang hukum oleh organ-organ administratif. Justru faktor-faktor 

tersebut memperkuat kebutuhan untuk pengadaan penelitian terhadap masalah 

kesadaran hukum. 

Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang 

terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang 

diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi 

hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit 

dalam masyarakat yang bersangkutan.  

Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas keselamatan penggunaan jalan 

raya telah berusaha sekuat tenaga untuk menanggulangi kecelakaan lalu-lintas. 

Berbagai peraturan telah disusun dan diterapkan yang disertai dengan penyuluhan, 

kualitas kendaraan dan jalan raya ditingkatkan, serta bermacam-macam kegiatan 

dilakukan untuk menjaga jangan sampai jatuh korban maupun kemerosotan 

materi. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih terdapat masalah-masalah 

di jalan raya yang sulit untuk ditanggulangi. Dicoba untuk menelaah penegakan 

hukum di jalan raya dengan meninjau aspek-aspek sosiologisnya. 
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Keadaan kemacetan lalu lintas berarti hambatan proses atau gerak pemakai 

jalan yang terjadi di suatu tempat. Hambatan dapat terjadi dalam batas-batas yang 

wajar, namun mungkin dalam batas waktu yang relatif pendek. Di samping itu 

mungkin gerak kendaraan berhenti sama sekali. Pelanggaran lalu-lintas mungkin 

terjadi dalam proses atau keadaan bergerak atau tidak bergerak. Ada pelanggaran 

yang tidak menimbulkan kecelakaan dan ada juga yang menimbulkan kecelakaan. 

Namun yang perlu mendapat penanganan intensif adalah pelanggaran yang 

menimbulkan bahaya walaupun bersifat potensial. 

Status saksi dan/atau korban. Khusus mengenai sanksi terhadap Anak 

ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih 

berumur kurang dari 12 tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi anak yang 

telah mencapai umur 12 tahun sampai dengan 18 tahun dapat dijatuhi tindakan 

dan pidana. 

Mengingat ciri dan sifat yang khas pada anak dan demi perlindungan 

terhadap anak, perkara anak yang berhadapan dengan hukum wajib disidangkan di 

pengadilan pidana anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Keseluruhan 

proses penyelesaian peradilan perkara anak dengan hukum mulai tahap 

penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 

1 angka 1 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak) atau dengan kata lain 

sejak ditangkap, ditahan dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat 

khusus yang memahami masalah anak. 

Anak dalam peradilan pidana terdapat beberapa unsur yang saling terkait 

yaitu: Penyidik anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, dan Petugas 

Pemasyarakatan Anak. Peradilan Pidana Anak yang adil memberikan 

perlindungan terhadap anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai 

terpidana/narapidana. Komite Hak Anak (Committee on the Rights of the Child) 

menandaskan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan 

pidana yang dipisahkan secara khusus bagi anak sehingga anak dapat menikmati 

perlindungan hukum (due process) dan hak asasi yang melekat padanya. 

Menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, 

maka hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. 
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Di samping itu juga diperhatikan; keadaan anak, keadaan rumah tangga orang 

tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan 

lingkungannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada anak harus didasarkan pada 

kebenaran, keadilan, dan kesejahteraan anak. Penjatuhan pidana atau tindakan 

merupakan suatu tindakan yang harus mempertanggung jawabkan dan bermanfaat 

bagi anak. Anak bukanlah untuk dihukum, melainkan harus diberikan bimbingan 

dan pembinaan, sehingga bisa tumbuh dan berkembang sebagai anak normal yang 

sehat dan cerdas seutuhnya. 

 

KESIMPULAN 

Pengaturan hukum tentang penyelesaian kecelakaan lalu lintas oleh anak 

melalui diversi diterapkan sejak keluarnya Perma No. 04 Tahun 2014 tanggal 24 

Juli 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana 

Anak. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak 

yang ancaman hukuman tindak pidana tersebut dibawah 7 (tujuh tahun) dan bukan 

pengulangan tindak pidana Dalam hal penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas 

yang disebabkan oleh anak sebagai pelaku tidak ada pembedaan proses diversinya 

apabila kasusnya berbeda, setiap kasus kecelakaan lalu lintas di dalam UU No. 22 

Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan baik yang karena disengaja 

ataupun tidak disengaja, baik korban meninggal dan/atau mengalami luka ringan 

atau berat, semuanya dilakukan berdasarkan mekanisme diversi yang terdapat di 

dalam Perma No.4 Tahun 2014.  

Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana lalu 

lintas adalah melalui diversi yaitu anak diperlakukan secara manusiawi dengan 

memberikan fasilitas terbaik untuk anak-anak dengan memperhatikan kebutuhan 

khusus sesuai dengan usia anak. Pelaksanaan diversi terhadap anak dalam  

kecelakaan lalu lintas di Polres Tapanuli Selatan didasari adanya laporan dan 

pihak Penyidik membuat BAP, kemudian melakukan Penelitian Masyarakat 

(Litmas) di lingkungan rumah pelaku, mengeluarkan surat rekomendasi untuk 

layak atau tidaknya proses diversi dan surat tersebut diserahkan kepada penyidik 

kemudian penyidik melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang terlibat 
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untuk melakukan diversi, lalu hasil diversi dituangkan dalam bentuk surat yang 

hasil dari diversi tersebut selanjutnya diserahkan ke Pengadilan yang nantinya 

Pengadilan membuat surat penetapan bahwasanya diversi berhasil dilakukan. 

Hambatan pelaksanaan  diversi terhadap anak dalam kecelakaan lalu lintas 

di Polres Tapanuli Selatan adalah  kurangnya waktu yang diberikan oleh Undang-

undang bagi para penegak hukum untuk mengupayakan diversi, upaya ganti rugi 

mengalami hambatan dikarenakan terkadang kedua belah pihak dalam hal upaya 

ganti rugi tidak memenuhi kata sepakat, salah satu hambatan untuk pelaksanaan 

diversi adalah tidak mempunyai orang tua karena sebagian banyak permasalahan 

anak yang tersangkut masalah tindak pidana kecelakaan lalu lintas tidak 

mempunyai orang tua dan pihak kepolisian dn bapas kesulitan dalam 

melaksanakan diversi. 
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